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TENTANG

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGATAN KONSUHSI PANGAN
BERBASIS SUiIBER DAYA LOKAL

Menimbang : a.

BUPATI BINTAN

bahwa dalam rangka mewujudkan penganekaragaman
konsumsi pangan sebagai dasar pemantapan ketahanan
pangan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) dan pelestarian Sumber Daya Alam (SDA), diperlukan
berbagai upaya secara sistimatis dan terintegrasi;

bahua penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini
belum mencapai kondisi yang optimal, yang dicirikan oleh skor
Pola Pangan Harapan (PPH) yang belum sesuai harapan, dan
belum optimalnya peran pangan lokal dalam mendukung
penganekaragaman konsumsi pangan;

bahwa untuk mencapai kondisi konsumsi pangan yang optimal
dilakukan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal secara terintegrasi dan
berkesinambungan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bintan tentang Kebijakan Percepatan
Penganekaragaman Konsusmsi Pangan Berbasis Sumber
Daya Lokal.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukkan Daerah Otonom lGbupaten dalam lingkungan
daerah provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 38967;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19gO Nomor gg,
trambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4A3Tl;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20M tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2Oo4. Nomor 125, tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor M37r, sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
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4. Peraturan Pemerfntah Nomor 69 Tahun 1999 tentrang label
dan iklan Pangan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lgmbaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 42il1;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a42a'f

7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan
Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan
Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2006
Nombr 16, Tambahan Lembaga Negara Nomor4605);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4737);

9. Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 83 Tahun 2006
tentang Dewan Ketahanan Pangan;

lO.Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor I Tahun 2008
tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten
Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008
nomor 81);

TIEIIUTUSKAN

:PERATURAN BUPATI BINTAN TENTAI{G KEBIJAKAN
PERCEPATAN PEI{GAilEKARAGATAN KONSUI'ISI PANGAN
BERBASIS SUTBER DAYA LOKAL

Paeal {

Acuan bagi pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dan Dinas dan
lnstansi Terkait dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten
Bintan dalam melakukan Perencanaan, penyelenggaraan,
evaluasi dan pengendalian Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Paeal 2

Kebiiakan Percepatan Penganekamgaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokalsebagaimana dimaksud dalam pasal
1 adalah sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Menetapkan
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Pasal 3

(1) Ketentuan lebih lanjut tentang Peraturan Bupati ini diatur oleh
Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan, , Kepala Dinas
dan lnstansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangan
masing-masing dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten
Bintan.

(2) Perumusan Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketahanan
Pangan Kabupaten Bintan.

(3)Evaluasi dan pengendalian percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis suber daya lokal dilaksanakan
dengan berkoordinasi dengan Dewan Ketrahanan Pangan.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan agar
setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
Pada Tanggal 3 -O -eolo

Diundangkan di Kijang
Pada Tanggal

eYLsIr ' lA 'f Y.i'

ARIS DAERAH

BERITA KABUPATETTI BINTAN TAHUN 2OIO NOTOR
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LATPIRAN PERATURAT'I BUPATI BINTATII

Nomor :

Tanggal :

KEBUAKAI{ PERCEPATAI'I PEITIGANEKARAGAilAN KOIIISUTSI PANGAN

BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL

A. LATAR BELAKANG

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) !/ang berkualitas, yaitu yang memiliki fisik yang

tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas, bukti empiris

menunjukan bahwa kualitas SDM sangat ditentukan oleh status gizi yang baik,

yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan

tubuh brhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola

asuh, ketersediaan pangan, faktor sosialekonomi, budaya dan politik.

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan, faktor

penentu mutu makanan adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi

dan keamanan pangan. Ketidakseimbangan gizi akibat konsumsi pangan yang

tidak beraneka ragam telah membawa dampak pada munculnya masalah gizi

ganda di lndonesia, yaitu gizikurang maupun gizi lebih.

Penganeka€gaman konsumsi pangan merupakan upaya untuk

memantapkan atau membudayakan pola kunsumsi pangan yang beraneka ragam

dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna

memenuhi kebutuhan gizi untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktf,

indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi

pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH), yang

dituiukkan dengan nilai 95 dan diharapkan dapat dicapai pada tahun 2015.

Penganekamgaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan

insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk

dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal, dari sisi

aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan

risiko usaha pola monokuttur, mercndam geiolak harga, mengurangi gangguan

kehidupan bipta di suatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani, dan

menunjang pelestarian sumber daya alam. Upaya pengembangan konsumsi

pangan dapat pula diiadikan salah satu momentum bagi pemerintah Daerah untuk

menstimulasi pusat-pusat pertumbuhan pangan maka penganekaragaman
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konsumsi pangan dapat mengurangi ketergantungan konsumsi pangan pada satu

jenis pangan, dengan demikian penganekaragaman konsumsi pangan merupakan

pondasi dari keberlanjutan Ketahanan Pangan dan memiliki dimensi

pembangunan yang sangat luas, baik dari aspek sosial, ekonomi, politik maupun

kelestarian lingkungan.

Selama ini upaya penganekaragaman konsumsi pangan telah

dilaksanakan oleh masing-masing sektor, namun masih ditemui permasalahan.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam penganekaragaman konsumsi pangan

dewasa ini adalah : (1) belum tercapainya skor mutu keragaman dan

keseimbangan konsumsi gizi sesuai harapan ( skor PPH baru mencapai 81,9

pada tahun 2008) dan selama ini pencapaiannya sangat lamban dan fluktuatif, (2)

ankup tinggi kesenjangan mutu gizi konsumsi pangan antara masyarakat desa

dan kota, (3) adanya kecendrungan penurunan proposi konsumsi pangan berbasis

sumber daya lokal, (4) lambatnya perkembangan, penyebaran dan penyerapan

teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam

pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra dan daya terima, (5) masih

belum optimalnya pemberian insentif bagi dunia usaha dan masyarakat yang

mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal, (6) kurangnya fasilitas

pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam,

bergizidan aman.

Untuk mengatasi masalah tersebut perlu kebijakan percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan di bawah koordinasi Devvan Ketahanan

Pangan. Kebijakan ini harus mampu rnenrberikan daya ungkit yang kuat bagi

penyediaan dan permintaan aneka regam pangan secara nyata, yang secara

simultan dapat mendorong tenrujudnya penyediaan aneka ragam pangan yang

berbasis pada potensi sumberdaya lokal. Untuk itu perlu di tetapkan Peraturan

Presiden sebagai acuan yang dapat mendorong perepatan penganekaragaman

konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui keria sama sinergis antara

Pemerintah Daerah dengan Dinas lnstasiyang terkait dengan Pangan.

t

B. KEBIJAKAITI

8.1. Tuiuan

Tujuan umum kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

berbasis sumber daya lokal adalah memfasilitasi dan mendorong terwujudnya

pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang

r{iinrlikreilrqn alah elenr PPLI OE nqr{a lzrhrrn tn4F
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Tujuan khusus percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah

mendorong tercapainya :

Peningkatan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan baik pangan

segar maupun siap saji melalui proses intemalisasi kepada seluruh komponen

masyarakat termasuk aparat, yang meliputi peningkatan pengetahuan Dn

kesadaran gizi seimbang sejak usia dini, pengembangan kegiatan

pemberdayaan ekonomi rumah tangga, dan promosi serta gerakan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Peningkatan ketersediaan aneka ragam pangan segar dan olahan melalui

pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber

karbohidrat non beras dan non terigu, sumber protein nabati dan hevyani,

serat, vitamin dan mineral yang berbasis sumber daya lokal, aman,

terjangkau, dapat diterima secara sosial, ekonomi dan budaya, serta mampu

menggerakan pengembangan usaha mikro, kecildan menengah (UMKM).

Penguatan dan peningkatan partisipasi Pemerintah Daerah dalam

pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi

pangan berbasis sumber daya lokal.

B.2. Sasaran

Sasaran percepatan penganekaragaman konsumsi pangan adalah tercapai

pola konsusmsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman yang

dicerminkan oleh tercapainya skor PPH rata-rata nasional sebesar 88,1 pada

tahun 2011 dan 95 pada trahun 2015 dengan tetap mempertimbangkan kondisi

sosial, ekonomi, budaya dan potensi sumber daya pangan lokal.

8.3. Strabgi

a. lntemalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

Salah satu faktor penting yang menyebabkan belum maksimalnya

pencapaian program penganekaragaman konsumsi pangan adalah masih

terbatasnya kebiiakan dan program yang berhubungan dengan proses

intemalisasi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan

. aman pada tingkat rumah tangga. Pengetahuan tentang

penganekaragaman konsumsi pangan yang dimiliki oleh setiap individu,

terutama wanita sangat penting dalam membentuk pola makanan yang

memenuhi kreteria gizi seimbang.

Proses intemalisasi penganekar4aman konsumsi pangan dil*ukan
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a. Advokasi, kampanye,promosi, dan sosialisasi tentang konsumsi pangan

yang beragam, bergizi, seimbang dan aman pada berbagai tingkatan

kepada aparat dan masyarakat

b. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan

aman melaluijalur pendidikan formal dan non formal

1. Pengembangan Bisnis dan lndustri Pangan Lokal

Kebefiasilan perepatan penganekaragaman konsumsi pangan

ditentukan oleh ketersediaan aneka ragam pangan dan prilaku

konsumen dalam mengkonsumsi aneka ragam pangan. Evektifttas

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila

upaya intemalisasi didukung dan berialan seiring dengan pengembangan

bisnis pangan.Oleh karena itu program penganekaragaman konsumsi

pangan daerah perlu diselaraskan, khususnya dalam pengembangan

pertanian, perikanan dan industri pengolahan pangan guna memajukan

perekonomian wilayah, kondbi ini menuntut kometnen yang tinggi dari

berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan industri aneka

ragam pangan yang komprensif. Untuk itu rencana bisnis dan industri

aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk mernbangun

sistem inovasi nasional dan drerah guna merangsang pemantapan

pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di Daerah

Kabupaten Bintan. Dalam rencana tercebut perlu dinyatakan tentang

peranan industri swasta Daerah dan nasional khususnya dalam

pengembangan industri aneka ragam pangan. Pengembangan bisnis

dan industri pangan lokaldilakukan mel;alui2 (dua) cara yaitu :

1. Fasilitasi kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar,

industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saii

yang aman berbasis sumber daya lokal.

2. Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan

aman melaluijalur pendidikan formal dan non-formal

3. Pengembangan bisnis dan lndustri pangan lokal

Keberhasilan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

ditentukan oleh keytersediaan aneka rttgam pangan dan prilaku

konsumen dalam mengkonsusmsi aneka ragam pangan. Evektifitas

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan akan tercapai apabila

lttt#vA infemalisasi rlir{rlkrrno rlan harialan cairinrr danrran nanraarrrhan.ran
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pangan nasional dan daerah pedu diselaraskan, khususnya dalam

pengembangan pertanian,perikanan dan industri pengoplahan pangan

guna memajukan perekonomian daerah. Kondisi ini menuntut kometmen

yang tinggi dari berbagai pihak serta memerlukan rencana bisnis dan

industri aneka ragam pangan yang koprensif. Untuk itu rencana bisnis

dan lndustri aneka ragam pangan tersebut perlu dikembangkan untuk

membangun sisitim inovasi nasional dan daerah guna merangsang

pemantapan pelaksanaan penganekaragaman konsumsi pangan di

lGbupaten Bintan. Dalam rencana tersebut , perlu dinyatakan tentang

pemnan industri swasta nasional dan daerah khususnya dalam program

pengenbangan industri aneka ragam pangan.

Pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dilakukan melalui 2

(dua) cara yaitu :

a. Fasilitas kepada UMKM untuk pengembangan bisnis pangan segar,

industri bahan baku, indutri pangan olahan dan pangan siap saii yang

aman berbasis sumberdaya lokal.

b. Adpokasi, Sosialisasidan penerapan standar mutu keamanan pangan

bagi pelaku usaha pangan, terubma kepada usaha rumah tangga dan

UMKM.

Melalui kedua strategi tersebut, keberhasilan penganekaragaman

konsumsi pangan akan terermin dari 4 indikator yaitu :

1. Menu makanan sehari-hari makin beragam bergizi seimbang dan

aman.

2. Peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman

sumber daya lokal makin meningkat.

3. Aneka ragam makanan berbasis sumberdaya lokal semakin banyak

tersedia di masyarakat , memiliki citra yang baik, rasa enak dan harga

kompetitif.

4. Teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan bersekala mikro, kecil

dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal semakin

b6rkembang.

LAilGKAH OPERASIONAL

c.{. Tahapan Pehksanaan

Upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan

diharapkan menc€lpai hasil pada tahun 2015 yang diindikasikan dengan

tercapainya skor PPH 95. Untuk mencapai target tercebut dilakukan

pentahapan Fng scana umum terdiri atras 2 (dua) tahap, yaitu tahap I

/tnnO-?n{{\ dan Tahan ll /tn{t-9n{R\

c.



-9-

1. Tahap I (2009-20{1}

Untuk kurun waktu tahun 2009-2011 kegiatan difokuskan kepada

intemalisasi penganekaragaman konsumsi pangan dengan gizi

seimbang dan aman serta pengembangan ketersediaan bahan baku

dan pasar domestik aneka ntgam pangan baik segar maupun olahan,

upaya-upaya tersebut dilaksanakan melalui :

a. Kempanye, sosialisasi, advokasi dan promosi percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan yang ber gizi seimbang dan

aman berbasis sumber daya lokal baik untuk aparat Pemerintah

Daerah, lndividu, Kelompok masyarakat maupun industri.

Pendidikan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan

aman secara sistimatis melaluipendidikan fonnaldan non formal.

Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutiama ibu

hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manf-aat

mengkonsumsi pangan yang beragam, ber gizi seimbang dan

aman.

Pemanfaatan perkarangan dan potensi pangan di sekitar

lingkungan.

Pembinaan kepada industri rumah tangga dan pengusaha kecil

bidang pangan guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi,

menyediakan dan memperdagangkan aneka ragam pangan yang

aman berbasis sumber daya lokal

Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket tekologi

terapan terhadap pengolahan aneka pangan

g. Pembinaan mutu dan kemanan pangan kepada industri rumah

tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

h. Fasilitas pengembangan bisnis pangan,permodalan, dan

pemasaran kepada pengusaha di bidang pangan baik segar,

ohhan maupun siap sajiyang berbasis sumberdaya lokal.

i. Pemberian penghaqaan kepada individu/perorangan dan

'kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor

dalam menialankan dan mewujudkan upaya percepatan

penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal.

j. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upaya penganekaragaman

konsumsi pangan Tahap 1.

2. Tahap ll (2012 - 2015)

Untuk kurun waktu tahun 2912 - 2015, upaya-upaya percepatan

penqanekaraqaman konsumsi pangan adalah melaniutkan keqiatan

A
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Tahap I dengan penambahan kegiatan dan penekanan pada pembinaan

pengembangan bisnis dan industri pangan, sebagai berikut :

a. Fasilitasi pengembangan bisnis pangan baik segar , olahan maupun

siap saji berbasis sumber daya lokal dalam hal dukungan infrastruktur

jalan dan sumber daya air.

b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan pangan pada industri

rumah tangga dan UMKM di bidang pangan berbasis sumber daya

lokal.

c. Pemberian penghargaan kepada industri rumah tangga dan UMKM di

bidang pangan berbasis sumber daya lokal.

d. Evaluasi dan pengendalian pencapaian upayan penganekangaman

t' konsumsi pangan Tahap ll.

Tabel......
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C.2. ORGANISASI PEI-AKSANAAN

Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan merupakan

penanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan di wilayah masing-masing dan membuat petunjuk teknis sesuai dengan potensi

sumber daya lokal dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh

pemerintah Provinsi. Dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi

pangan, Bupati mengajak peran aktif masyarakat termasuk industri/swasta, organisasi

propesi , perguruan tinggi, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga

(TP-PKK) Kabupaten dan lembaga swadaya masyarakat. Biaya pelaksanaan

percepatan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Bintan dibebandakan

pada APBD Kabupaten Bintian

PENUTUP

Kebijakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis

sumberdaya lokal yang telah ditetapkan ini merupfkan acuan bagi Dinas lnstansi

terkait , dalam melaksakan perencanaan, penyeb,{ggaraanl pelaksanaan, evaluasi,
\

dan pengendalian peroepatan penganekaragaman kdnsumsi pangan berbasis sumber

daya lokal untuk mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang

dan aman.

\rl t-4l
,^- 

^

R,i5q


